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ABSTRAK 

 

(A) Nama          :  Darren Andreas (207211001) 

(B) Judul Tesis :Upaya Hukum Kasasi Pada Sengketa PKPU berdasarkan Teori 

Kepastian Hukum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

23/PUU-XIX/2021) 

(C) Halaman         :  viii + 156 halaman, 2022 

(D) Kata Kunci     :  Kasasi, PKPU, Kepastian Hukum 

(E) Isi                :   

Abstrak: Pada dasarnya, PKPU memiliki tujuan guna menciptakan adanya rasa 

damai antara debitur dengan para kreditornya dan menjauhkan debitor yang 

telah atau akan mengalami insolven dari keputusan pailit. Dalam putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021, pasal di dalam Undang-

Undang nomor 37 tahun 2004 yang diuji adalah Pasal 235 ayat (1) UU 37 

Tahun 2004, Pasal 293 Ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1). Dengan adanya pasal-

pasal tersebut, Pemohon mengalami kerugian konstitusional Pemohon sebab 

tak bisa mengajukan upaya hukum apapun yang pada akhirnya mendatangkan 

konsekuensi bahwa Debitor tidak diberikan hak utuk memegang kendali atas 

harta kekayaannya akibat putusan status pailit, padahal putusan PKPU yang 

berujung pailit tersebut hadir atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang tak 

cermat dan tak adil ketika mengimplementasikan hukum. Sehingga 

permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah Bagaimanakah perlindungan 

hukum bagi kreditur bila adanya upaya hukum kasasi ini dan Bagaimana 

pelaksanaan putusan mahkamah konstitusi nomor 23/PUU-XIX/2021 sejalan 

dengan teori kepastian hukum .Metode penelitian dalam tesis ini menggunakan 

metode penelitian normatif yang didukung dengan data wawancara.Data Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa apabila upaya kasasi ini diterapkan maka akan 

mengakibatkan kreditur itu sendiri yang akan berakhir pailit , kreditur 

mengajukan PKPU terhadap debitur agar utang-utangnya dapat dibayar sejalan 

dengan teori kepastian hukum tetapi dengan adanya upaya hukum kasasi akan 

semakin berlarut-larut pembayaran tagihan kreditur dan akan membuat sebuah 

lingkaran dimana kreditur-kreditur yang akan berakhir pailit karena utang nya 

tidak dibayar oleh debitur. 

 

(F) Acuan                : 36 Buku (1975-2018 ), 6 Jurnal, 1 Kamus. 

(G) Pembimbing      : Dr.Ariawan Gunadi, S.H., MH 

(H) Penulis               : Darren Andreas 
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DAFTAR SINGKATAN 

 

1) KBBI                            adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia 

2) PKPU                           adalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

3) B.W                             adalah Burgelijk Wetboek 

4) Rbg                              adalah Rechtreglement Voor De Buitengewesten 
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ABSTRACT 

 

(A) Name          :  Darren Andreas (207211001) 

(B) Thesis Title :   Cassation Legal Remedies in PKPU Disputes based on the 

Theory of Legal Certainty (Study of Constitutional Court Decision Number 

23/PUU-XIX/2021) 

(C) Halaman         :  viii + 152 halaman, 2022 

(D) Key words    :  Cassation, PKPU, Legal Certainty 

(E) Content            :   

Abstract: between the debtor and his creditors and keeping debtors who have 

been or will be insolvent from the bankruptcy decision. In the decision of the 

Constitutional Court Number 23/PUU-XIX/2021, the articles in Law number 

37 of 2004 that were tested were Article 235 paragraph (1) of Law 37 of 2004, 

Article 293 Paragraph (1), and Article 295 paragraph (1). With these articles in 

existence, The Petitioner suffered a constitutional loss of the Petitioner because 

he could not file any legal remedy which ultimately led to the consequence that 

the Debtor was not given the right to assume control of his property due to the 

bankruptcy status judgment, even though the PKPU judgment that led to the 

bankruptcy was present on the basis of inaccurate and unfair considerations 

when implementing the law. So that the problems discussed in this thesis are 

How is the legal protection for creditors if there is a remedy for this cassation 

law and how is the implementation of the constitutional court decision number 

23 / PUU-XIX / 2021 in line with the theory of legal certainty. The research 

method in this thesis uses normative research methods supported by interview 

data. Data The results of the study show that if this cassation effort is 

implemented, it will result in the creditor itself which will end up bankrupt, the 

creditor files a PKPU against the debtor so that his debts can be paid in line 

with the theory of legal certainty but with the existence of legal remedies the 

cassation will be more protracted payment of creditors' bills and will create a 

circle where creditors who will end up bankrupt because their debts are not 

paid by the debtor. 
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